
BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIIIIAI{TAN TENGA}X

PTRATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 

'}TAHUN 
2OL9

TETTAT{G

TATA CARA PTMBAYARAN DAN PENGTNAAN
PA*IAK BUMI DA$I BANGUIYAI{ PERDESAAN DAN PERKOTAAIS

DENGAN RATIMAT TUTIAN YANG MAHA ESA

Menimbang a.

Mengingat 1"

b.

BUPATI BARITCI TIMUR,
bahwa da-Larn ra::gka melaksanakan ketentuan pasal

57 Bagian Kesepuluh Peraturan Daer^ah Nomor 2

Tahun 2018 tentang Pajak Daerah, perXu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pernbayaran dan
Fengenaan Pajak Burni datr Bangunan Ferdesaan dan"

Perkotaan;
bahwa pengenaan dan pembayaran Pajak tsumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di-laksanakan
berd.asarkan prinsip dennokrasi, perr.erataanr" keaditram,

akuntabilitas, transparansi dan peran serta
masyaraka.t dengan mernpenhatikan potensi daerah
sebagai sumber pendapatan daerah unil'rk rnernbiayai'
pelaksanaan pernerintahan daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu
ditetapkan Feraturan Bupati Barito Tirnur tentang
Tata Cara Fernbayaran dan Pengenaan Fqjak Burmi

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Undang-Undang Nomon 19 Tahun L997 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahutl 1997 Nornor 42,

Tambahan Lernbar"an Negana Republik Indonesia
Nomor 3686) sebagaimana telah diubah den'gan

Undang-Undang Nornor 19 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Noneor t9 Tahun
1997 tentang Penagihan Pa.jak dengan $urat Faksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 42, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
trndonesia Nomor 3987);
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3.
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Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nornor 19 Tahun

LggT tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahtln 20OO

Nomor 42, Tambahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Noraor 3987) ;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2AAZ tentang

Fembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten

Seruyan, Kabupaten Sukanm.ara, Kabtl'paten

Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaterr

Pulang Pisau, Kabupaten Murung R'aya dan

Kabupaten Barito Tirnur di Provinsi Kalirnantan

Tengah (L,ernbaran Negara Repu.blik Indonesia Tahun
2OO2 Nomor 18, Tambahan Leurbaran Negara

Republik Indonesia Nomor' 4 i80) ;

Undang-Undang Nomor 33 Tahr'ln 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pernerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (l,embaran Negara Repubtrik

Ind.onesia Tahun 2004 Nornor 123, Tarnbahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Und.ang-Undang Nomor 28 Tahtrn 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lernbaran Negara

Republik Indonesia Tahurl 2AAg Nomor 130,

Tambahan Lembaran Negara Republik Ind-onesia

Nomor 50a9);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201i tentang
Pembentukan Peraturan Perund.ang-Undangan

{Lemba.ran Negara Republik Indonesia Taleun 201tr

Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik
trndonesia Nomor 523a);
Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {tr,embaran Negara Reptlblik
Irrdonesia Tahun 2OL4 Nornor 224, Tanabahan

L,embaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587)

sebagaimana telah telah beberapa kaXi diubah

terakhir dengan Undang-Undang Notnor I Tahun
2015 tentang Perubahan Ked.ua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2CI1-5 Nomor 58, Tarnbahan
Lembaran Negara Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Fengelolaan Ker.rangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

L,embaran Negara Republik trndonesia Nornor 4578);

Peraturan Pernerintah Nornor 39 Tahun 2OA7 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembara-n Negara

Republik Indonesia Tahun 2AAT Nornor 83,

Tambahan Lembaran lsegara Republik Indonesia

Nomor a738);
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Peraturan Femerintah Nornor gL Tahun 2010 tentamg

Jenis P4jak Daerah yang dipungut Berdasarkan
Penetapan Kepaia Daerakr atau dibayar sendiri oletl

Wajib Pajak (Lembaran Negara Repr.rbtrik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 153);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor LB

Tahun 2016 tentang Penangkat Daerah (Lemrtlaram

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor tr L4,

Tambahan Lerniraran Negal'a Republik ir:.doriesia

Nomor 5587);
Peraturan Pemeerintah Non-ror 55 Tahun 2016 terttang
Ketentuan Umurrr dan Tata Cara Pemungu"tan Pajalc

Daerah (Lernbaran Negara Republik In'donesia T'ahun

2016 Nornor 244 Tambahan Lembaran Negara

Republik indonesia Notnor 5950);
Peraturan iVlentea"i Kei;.angan Repubiik nndonesia

Nomor 255 /PMK"03 /2OI4 Tentang Tata Cara

Penerbitan surat Ketetapam Fajak Pajak Burni rxan

Bangunan dan Surat Keputusan Kelebihan
Pernbayaran Pa,jak Br.lryri dan Bangr-rnan (Berita

Negara Repubtrik Indonesia Tah"un 2AL4 Nomor

201O);
Peraturan Menteri Keuarrgan Republik Indonesia

Nomor 208/PMK.07/201E Tentareg Fed'oman

Penilaian Pajak tsumi dan Batlgunan Ferdesaan Cale

Ferkotaan (Berita Negara Repubtrik trndonesia Talaun

201B Nouror L853);
Peraturan Daerah Noneor 2 Tah-un 20tB tentang Fajak

Daerah (Lembaran Daenah Kabupaten Barito Tinaun

Tahun 2018 Nonnor 2i.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN tsUPATI , TENTAI{G 'f,ATA EARA

PEMBAYARAN DAN PE}IGTT{AAT{ PAJAK BUMI

DAN BANGIJNAN PERDTSAAN DAIII PERKOTAA.N"
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BA8 I
KEtrENTUAN UMUNfr

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati irri yang dimaksud d"engan :

1" Daerah adalah Kabupaten Barito Timur;
2. pemerintahan Daerah adalah Fenyelenggaraan urusall Penterintah oleh

pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonorni dan tugas

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya datrana si.stem dan

prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dirnaksud dalarn

undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Bupati adalah Bupati Barito Tinnur;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adaiatr

Dewan Perwakiian Rakyat Daerah Kabupaten tsarito Timur;
S. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur;

6. pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan

daerah sesuai dengan peraturan perungang-undangan yang berlaku;

T. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pernerintah Kabupaten Barito Timur;

B. Badan adalah sekumpr.llan orang dan/atau modai yang rnerupakan

kesatuan baik yang rnelakukan usaha rnaupuri yang tidak meiai<ukan

usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan

lainnya, Badan usaha milik negara atam badan usaha rnilik daerah dengan

nama dan daiam bentuk apapun, firma, kongsi, dana pensiun,

persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial

politik atau organisasi lainnya, lernbaga dq* bentuk badan Xainnya

termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
g. Badan Pend.apatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adatrah

Badan yang menguru.si urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah;

10. pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribr'rsi wajib

Kepada Daerah yang terhutang oleh Pribadi atau Badan yang bersifat

memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak naendapat irrbalan

secara langsung dan digunakan untu.k keperlualr Daerah bagi sebesar-

besarnya kernakrnuran raktrrat;

11. pqjak Bumi dan Bangunarl Perdesaan dan Perkotaan yang se}arejutnya

disingkat PBB-P2 adalah pajak atas burni dan/atau bangunan yang

dimiliki, dikuasai., dan/atau dimanfaatkan ol"eh orang pribadi atau badan,

kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan,

perhutanan dan Pertarnbangan;
L2. Burni adalah perrnukaan bumi yang rneliputi tanah dan perairan

pedalaman serta laut wilayah Kabupaten;
13. Bangunan ad.alah Konstruksi Teknik yang ditanarn atau. dilekatkan secara

tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut;

L4. Subjek p4jak adalah Orang Pribadi atau Bad"an yang dapat dikenakan

Pajak;
1S. Ni-lai Jual Objek Pajak yang selanjutnya yang disingkat NJOP adatrah trrarga

rata-rata yang diperoleh dari Transaksi Jual Betri yang tedadi secara wajar

dan bilamana tidak terd.apat Transaksi Jual BeIi, NJOP ditentukan mreXah.li

perbandingan harga d.engan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan

gganti;



15. Wqiib p4jak adalah Orang Pribadi atau Badan rneliputi pernbayar Pajak,

pemotong Pajak dan pemungut Pajak yang mempunyai hak dan kewqiiban
perpqjakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
Perpajakan Daerah;

L7. Pajak yang terhutang adalah Pajak yang harus dibayar pada su.atu saa't

dalam masa Pajak dalam tahun Pqiak atau dalam tsagian tahun Pqiak

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-LJndangan Ferpajakan

Daerah;
18. Surat Pemberitahuan Pajak Terhr-rtang yang setratrjutnya disingkat SFPT

adalah surat yang digunakan untuk rnemberitahukan besarnya Pqiak

Bumi dan Rangunan termasuk untuk sektor Pendesaan dan Perkotaan

yang terhutang kePada Wajib Pqiak;
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah

surat yang d"igunakan untuk menetapkal'r besarnya jurnlah Pajak yang

telah ditetapkan;
ZO. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disi.ngkat SSPD adalah Bukti

Fembayaran atau Penyetoran Pqjak yang telah ditrakukan dengan

menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas

Daerah melai.ui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;

Zl. Surat Tagihan Pajak Daerah yang setrqjutnya disingkat STPD adalah. surat

untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi adrninistrasi berupa

bunga dan/atau denda;
22. Surat Keputusan Keberatan adalah Sr.Lrat Keputusan atas keberatan

terhadap SPPT, SKPD, SKPDKts, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau

terhadap pernotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan
oleh Wajib Pajak;

23. Banding adalah upaya Hukum yarig dapat ditrakukan oleh Wajib Pqiak atau
penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding

berdasarkan Peraturan Perundang-Undangarx Perpaj akan yang her'laku ;

24. Tempat pernbayaran yang selanjutnya disingkat TP adalah Bank Urnr..lm

yang ditunjuk oleh Bu"pati Barito Timur untr.rk ntenerima pembayaran PEB

dan memindahbukukan ke Rekening Kas {.Jrnl.lrn Daerah Kabupaten Barito

Timur;
25, pemungut adalah suatu rang!<aian kegiatan rntllai dari rangkaian

penghimpunan Data Objek dan Subjek PajaX<, penentuan besarnya Pajak

yang terhutang sampai kegiatan Fenagihan P4iak kepada Wqiib Pajak serta

pengawasan Penyetoran;
26. Femeriksaan adalah serangkaian kegiatan rnenghimpun dan nnengolatr

data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan

professional berdasarkan suatu standar perneriksaan untuk mengilji

kepatuhan pemenuhran kewajiban Perpajakan Daerah dan Retribusi

dan/atau untuk tujuan lain daiam rangka naelaksanakan ketentuart
perundang-Undangan PerpAiakan Daerah dan Retribusi Daerah;

27. Sektor Perdesaan dan Perkotaan adalah Objek Fajak tsumi dan. Banguna"rl

yang rneliputi kawasan Pertanian, Perumahan, Ferkantoran, Pertokoan,

Industri serta- Objek Khusus Perkotaan;

2g. Petugas Pemungut adalah petu.gas yang ditunjuk olekr Fejabat yang

berwenang untuk nnernungut PBB sektor Ferdesaan dan Perkotaan dan

rnenyetorkannya ke ternpat Pembayaran PBB-P2 ;

L{.fl llupg



Zg. Daftar Himpunan Ketetapan dan Pernbayaran yang selalr.jutnya disingkat

DHKp adalah Daftar Himpunan Ketetapan dan Fembayaran pada su.atr.l

saat d.alam masa Pajak dalam tahun Pajak;
g0. Daftar Penerima Harian yang selanjutnya disingkat DPH adalah Daftar

penerima Flarian Pajak Bumi dan Bangun^an sektor Ferdesaatr dan

Perkotaan;
31. Daftar Rincian Pembayaran Mingguan yang selanjutnya disingkat DRPM

adalah Daftar Rincian Pembayaran Mingguan Fajak Bumi dan Bangunarl

Perdesaan Perkotaan;
SZ. Laporan Bulanan Penerimaan yang selanjutnya disingkat LBP adalah

Laporan Buianan Penerimaan Pqjak tsumi. dan Bansunan Perdesaan

Perkotaan;
33. Laporan Mingguan Penerimaan yang selanjutnya disingkat LMP adatrah

Laporan Mingguan Penerimaan Pajak Btrmi dan Bangurean Perdesaan

Perkotaan;
34. Surat Pengantar Fengiriman yallg selanjutnya disingkat SPPg adalah Surat

Pengantar Pengiriman Pqiak Bunni dan Bangunan Perdesaan Ferkotaan;

35. Surat Tanda Terima Setoran yang selanjutnya disingkat ST"TS adaiakr bukti
pelunasan pembayaran PBB-P2 yang sah Pqiak Bunai" dan Bangunan

Perdesaan Perkotaan;
36. Tanda Terima Setoran yang selanjutnya disingkat TTS adatrah Tanda

Terima Setoran dan bukti pernbayaran yang sa1. Paiak Bumi dan

Bangunan Perdesaan Ferkotaan;

BAB II
PEMBAYARAI{ PBB-Pz

Pasal 2

(1) Pembayaran PEB-P2 yang terhr.l.tang adalah berdasarkan (SPPT).

{Z) pajak yang terhu"tang berdasarkan SPFT sebagairnana dirnaksud pada ayat

(U harus dilunasi selambat-larnbatnya tanggal 30 Septernbar tahun
berjalan.

t3) pajak yang terhutang untuk Objek Pajak yarlg baru dilunasi setrambat-

lambatnya 3O hari kalender sejak tanggatr ditetapkaranya SPPT"

(4) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pernbetutran, Surat

Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yarrg menyebabkan jurnlah
pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar Penagitran Pajak

6an harus dilunasi dalam jangka waktu paling larna 1 (satr.l) hulan sejak

tanggal diterbitkan.
(S) pajak yang terhutang sebagainnana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

pada saat jatuh tempo pembayarannya tidak dibayar atau kurang dibayar,

dikenakan sanksi ad.rninistrative berupa bunga sebesar 2% (dua persen)

sebulan yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai hari pernbayaran

untuk jangka waktu paling lama 24 {dwa puluh empat) bulan.
Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah mernenuhi persyaratalx yang

(6) d,itentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pqjak untuk
mengangsur atau menunda Pernbayaran Fajak dengan dikenakan bunga

sebesar 27o (dua persen) setiap bulan.
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t1)

(3)

(4)

BAB III
TATA CARA PEIIIBAYARAN PBB.P2

Bagian Kesatu
{rajib PaJak

Pasal 3

Fembayaran PBB-F2 yang terhutang dibayar ditempat pembayaran yang

ditunj uk sebagaimana tercantr.lm dalar:n s PPT/ S KPI STP.

Tempat Pembayaran yang selanjutnya disingkat TP adalah Bank Urnurn

yang ditunjuk oleh BuPati.
pembayaran dengan cek atau giro bilyet baru dianggap sah apabila telair

dilakukan kliring.
wajib Pqjak menerj.ma STTS lembar untuk wajib Pqiak sebagai bukti
pelunasan pembayaran PBB dan TP PBB-P2'
Dalam hal Wajib Pajak melakukan pernbayaran rnelalui i<iriman

uang/transfer, wajih Pajak menerirna sTTS lernbar untuk w4iib Pajak

sebagai bukti pelunasan pembayaran PBB-P2 disertai dengan SFPg dari TP

PBB-P2 
"

Pasal 4

Dalam hal tempat tinggal Wajib Pqiak.iauh dan sulit sarana dan prasarana

ke Tp pBB-P2, Wajib Pajak dapat membayar PBB-P2 terutang melalui
petugas Pemungut setranjutnya Petugas Pemungut menyetorkan uam"g hasil

penerimaan pembayaran PBB-P2 ke TF PtsB-P2..

Wajib pqiak menerinta TTS lernbar ke-L dari Petugas Ferrrungut sebagai

tand.a bukti sernentara penerirnaan pembayaran FBB-P2"

Setelah Petu.gas Fernungut rnenyetorkan uang hasitr penerirnaan

pernbayaran PBB-P2 ke TP PBB-P2, Wajib Pajak menerima STTS lembar

untuk Wqiib Pqiak sebagai bukti pelunasan pembayaran PBts-F2 yang sah'

Bagian Kedua
Petugas Perntlngut

Pasa1 5

t1) Setiap arxral tahun Bupati menunjuk Petugas Fentu.ngut yang diusul oleh

Kepala Desa/Lurah untuk memungut PBB sektor Ferdesaan dan Perkotaan

dan menyetorkannYa ke TP PBB-PZ'

tZ\ petugas pemungut menerima TTS dan DPH dari Carrrat/Kepa1a Desa/Lurah

dengan Berita Acara.
(3) petugas Pemungut rnenerima pembayaran PBB-PZ dari Wajib Fajak dan

menyerahkan TTS lentbar ke-l kepada Wajib Pajak serta mencatat hasil

penerirraan PBB-P2 ke dalarn DPH dalam rangkap 4 (ernpat).

(s)

(1)

(2)

(3)
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(4) Menyetorkan uang hasil penerimaan pembayanan h.asil PBB-P2 dari Wajib
pajak ke TP PBB-P} dengan menggunakan DPH dalam rangkap 4 (ernpat)

dilampiri dengan TTS lernbas ke-2.
(S) Petugas Pernungut menerima STTS lembar untuk Wdib Pqiak serta DPH

dan TTS lernbar ke-2 yang telah diregistrasi oleh TP PBB*P2.

{6} Ivlenyampaikan STTS lembar untr.rk Wajib Fqiak sebagai bukti pelu.nasan

pembayaran PBB-P2 yang sah selambaL-lanrba.tnya 31 Desember

sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

l7l Menyampaikan DPI-{ yang telah diregistrasi oleh TP PBB-P2, rnasimg-rnasing

sebagai berikut :

a. Lembar ke- 1 kepada Kepatra Desa/Lurah bersannaan dengaxr

penyampaian iaporan sebagairnana dimaksud datram ayat (8);

b. Lernbar ke*2 untr.lk BaPenda;

c. L,embar ke-S r.rntuk Camat;dan
d. Lembar ke-4 sebagai Pertinggal;

(S) petugas Pemungut rnembuat Laporan kepada Kepala Desa/Lurah rninirnai
7 (tujuh) hari 1 {satu) ka1i, mengenai:
a. Jumlah penerimaan pembayaran PBB-P2 dari Wajib Pa.jaX< dan setoran
' uang hasil penerimaan pembayaran PBts-P2 dari Wajib Pajak ke TF

pBts-p2 dilampiri dengan DPH lernbar ke-L dan TTS lernLrar ke-2 yan8

masing-masing diregistrasi oleh TP PBB-P2;

b. penggunaan T'TS sewaktu mengajukan peffinintaan TTS ban'l disertai
penyerahan blanko TTS lama.

(9) Menyerahkan STTS dan DHKP PBB-P2 ke T'F PBB-P2 dan Camat dengan

Berita Acara.
(10) lVlenerima Dokurner:. pembayaran/Laporan Fenerimaaan FBB-P2 dari :

a. petugas Pemungut berupa DPH lembar ke-2 yang tetrah di.registrasi oletr

TP PBB.P2;
b. Kepala Desallurah berupa ternbusan LMP PBB;

c. Camat beruPa LtsP FBB;
d. TP PBB-Pz berupa tembusan LMP PBB-P2 yang dirinci per

Desa/Kelurahan Per-sektor Perdesaan/Perkotaan dan STTS lernhar

untuk Bapenda yang PBB nya tetrah dibayar oleh \Majib Pajak;

e. Nota Kredit/tserita Tambah dan Surat Setoran PEB-P2 sehr'rbungan

dengan pemindahbukuan hasil penerirnaan PtsB dari T'P PBE-P2 ke

Rekening Kas Unnum Daerah;
f. Menerima Nota lkedit/Berita Tambah dan Rekening Koran serta SS PBB-

pZ dari Bank Pernegang Kas Rekenirrg Urm.une Daerah beserta bukti-Lrukti

lain sebagai larnPiran.
(1U Membuat daftar pengawasan penerirnaan Dotr<u.men sehubungan dengan ayat

t2J.

{LZl Melakukan penelitiare PBB-P2 dengan cara rnencocokan jurnX.ah penerirnaan

dan jurnlah transaksi penerirnaan PBB-P2 Minggu/Bulan ini pada Rekap

Laporan Mingguan/Eulanan dan Nota Kredit/tserita Tambah.

(13) Metrakukan rekonsiliasi Penerimaan PBB-P2 dengan TP PBB-P2 dan
pemegang Rekening Kas Umum Daerakr dan ditugaskan dalanm tr aporan

Hasil Rekonsiliasi"

$F,,{.i'r f,*fJS,"fi=
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Baglan Ketiga
Kepala Desalturah/ Camat

Pasal 6

Kepala Desa/Lurah penerima laporan dari petugas pemll'ngut mengenai

hasil penerimaan dan penyetoran pembayaran PBB-F2 ke TP PBB-PZ

dengan ditarnpir DPH l"embar ke-1 dengan T'TS lernbar ke-2 yang rnasing-

rnasing diregistrasi oleh TP PBB-P2 serta melaporkan penggunaan T"TS

sebagaimana dimaksud pada pasai 5 ayat (7).

Kepala Desa/Lurah membuat dan illenyam"paikan LMP PBB-P2

sehubungan dengan dimaksud pada ayat (u kepada carnat dan

menyampaikan ternbusannya kepada tsapenda.

Pasal 7

(1) Camat menerima DPH lembar ke-3 yang telah diregistrasi oleh TP PBts-P2

dari petugas Pemungut.
camat meneriraa LPM FBB-P2 dari kepatra Desa/Lurah.

Camat menerima ternbusan LPM PBB dari TP PBE-P2'

Camat membuat dan menyampaikan LBP PBB-P2 sehubungan dengan

ayat (2) dan ayat (3) ke BaPenda.

PBts-P2

-\
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t3)
(4)

Bagian KeemPat
Tempat PernbaYaran PBB-P2

Pasal I

(1) Menerima STTS darr DHKP PBB-P2 dari Bapenda dengan Benita Acara.

(2) Menerima pernbayaran PBB-P2 terutang dari wajih Pajak.

(3) Menyerahkan STTS lembar untuk wajib Pajak yang PBB-P2 mya telah

dibayar oleh wajib Pajak kepada wajib Pajak. Dalam hal wajib Fajak

melakukan pembayaran melalui kirirnan uang/transfer TP PBts-P2

berkewajiban mengirim STTS lembar u.ntuk wajib Pa*iak deragan surat

Pengantar Pengirirnan {sPPg) kepada wqiib Pajak yang bersangkutan'

(4) Menerima setoran uang hasil penerimaan pernbayaran PBB-P2 dal"i Fetugas

Pemungut yang dilarnpiri dengan DPH dalam rang!<ap 4 (ernpat) dan TTS

lempat ke-2.
(5) Ivleregistrasi DPII dan TTS lernbar ke-2 sesuai ayat (4) yang disena"hkan

oieh Petugas Pernungut.
(6) Menyerahkan sTTS lernbar untr.rk wajib Pqiak serta. DPH dan TTS iemhar

ke.2yangtelahdiregistrasikepadapetugaspernungut.
t7) Menyampaikan STTS lernbar untuk Badan Pendapatan Daerah yang PEB-

P2 nya telah dibayar oleh Wqiib Pajak.

(8) Membukukan sernua pembayaran/penyetonan
bersangkutan pada setiap hari kerja

t9) Memindahbukukan saldo penerinnaan PBB-Pz ke Rekening Kas

Daerah setiap hari kerja dengan rnenggunakan formulir surat

yeng

LJneum

Setoran

Nota. Kredit/Berita Tarnbah.



(10) Menyusun LaPoran

Camat, Bapenda

Bagian Kelima
Pasal 9

Pemegang Rekening Kas Umn'rmt Daerah

Eank yang ditunjuk sebagai Fernegang Rekening Kas Uruaurn Daeratt

menerima Dokurnen FBB-P2 dari TF berupa :

a. Nota Kredit/Berita Tambah sehukrum.gan dengan penerirnaan PBB-P2;

b. LMP PBB-P2.
Menabuat dafta"r pengawasan penerin:.aan doktlrnen sehuburigan dengan

ayat (1).

Meiakukan peneiitian dokumen penerirnaan PBB-P2 Cengan cara

mencocokan jurntrah penerimaan dan jurnl"ah tnansaksi penenimaan PBB

dengan Rekening Koran Tempat Pembayarala (TP).

Membukukan setiap penerimaan PBB-FZ dari Ten-rpat Fernbayaran (TP) X<e

Rekening Kas Urnum Daerah dan rnerrrbuat Nota Kredi't/tserita Tarnbah

atas penerirnaan tersebut disertai dengan percetakan Rekening Ktlram-

Pasal I"0

Surat Setoran Pajak tsumi dan Bangunall yamg selanju.tnya disingkat SS

pBB-p2 adalah forrnulin surat setoran dan pernbayaran atau penyetoran
pBB-p2 dari Ternpat Fembayarar-r (TP) PBB-PZ }<e Bank di.mana Rekening

Kas Umum Daerah dibuka.
Forrnulir SS PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat datram

rangkap 4 (ernpat) dengan pen'rntukan sebagai berikut :

l,embar ke-1 : r"rntuk arsip Wajib Pajak/Penyetor
tr ernbar ke-2 : untuk Bapenda metralui Kas Daerair'

tr ernbar ke-S : untgk dilaporkan oleh Wa3'ib Pajak/Penyetor ke tsapenda

dengan dilarnpiri fotocopy Surat Tanda Terinta Setoran

L,embar ke-4 :

(srrs)"
untuk arsip Bank.

Pasal 11

Bentuk dar-r isi formulir SS PBB-P2 SPPT, DHKP, STTS adalah sebagairnana

tercantum dalam larnpiran yang rnerupakan bagi4n tidak terpisa'hkare dari

Peraturan BuPati ini.

:**"-*-*l

Perdesa/ Kelurahan,
mengirimkannya ke
Daerah.

penerirnaan Yang dirinci
Perdesaan/Perkotaan dan

dan BPKAD selal<u Pemegang Kas

Mingguan
Per-Sektor

(1)

(2t

(3)

t4)

t1)

t2l

hi

HP;S'-s*i.,.::I: ,r 
-' 

ri
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BAB TV

PENGENAAN PBB-P2

Pasal 12

Setiap Burni dan/atau Bangunan yang dirniliki, dikuasai dan/atau
dimanfaatkan oleh Onang Pribadi atau tsadan untuX< sektor Ferdesaan dan
Perkotaan, kecuali kawasan yang digunakan untuk Kegiatan Usaha
Perkebunan, Usaha Perhutanan dan Usaha Pertarnbangan, dipungut Pqiak
dengan nama Fajak Bumi dan Bangurean Perdesaan dan Perkotaan"
Sektor Perdesaan dan Perkotaan adalah Objek Pqiak dan Burni yang telah
rneliputi kawasan Pertanian, Perurnahan, Perkantoran, Fertokoan, Industri
serta Objek Khusus Perkotaan.
Kawasan Pertanian yang dimaksud dala.m ayat (2) adalah kawasan Sawah,
Ladang dan Perkebunan yang tidak bersertifikat FIak Guna Usaha (HGU)

serta kawasan Usaha tsidang Perikanan Darat seperti Tambak/Kolam lkan
serta kawasa.n Peternakan.
Pengenaan PBB-P2 untuk kawasan Pertanian sebagaimana dineaksud
dalam ayat {3} adalah berdasarkan besarnya standar Investasi Tanarrran

Perkebr.lnan per Hektar dan Standar Investasi Tambak per rm"2.

Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah :

(5) a. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kornpleks bangr.:.nan seperti
Hotetr, Pabrik dan Emplasemennya yang nnerupakan suatu kesatuan
dengan kompleks Bangunan tersebut;

b. Kolam renang;
c. Pagar mewah;
d. Tempat olah raga;
e. Galangan kapal, derrnaga;
f. Taman mewah;
g" Tempat penannpungan/kilang neinyak, air dan gas, pipa rninyak; dan
h. Menara.

Pasal t3

{1) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Burni dan Bangunan Perd.esaan

dan Perkotaan adalale Objek Pajak yang :

a. digunakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provil'rsi dan Pernerintah

Daerah untuk penyelenggaraan Fernerintah;
b. digunakan semata-rnata untuk melayani Kepentingan Umum dibidang

Ibadah, Sosial, Kesehatan, Pendi.dikan dan Kebudayaan Nasional yang

tidak dimaksudkan untuk mernperoleh keuntun"gan ;

c. digunakan r.lntrek Kuburan, Peninggalan Purbakala atau yang sejenis

dengan itu;
d. merupakan F{utan Lindung, Hutan Sr.raka ALann, Hutan Wisata, Tarnan

Nasional dan Tanah Negara yang helum dibebani suatu hak;
e. digunakan untuk Perwakilan Diplomatik dan Konsulat berdasarkan asas

perlakuan tirnbal balik; dan
f. digunakan oleh Badan dan Perwakilan lembaga Xnternasional yang

ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.



t3)

(4)

t}l Khusus untuk Pajak dan Bangunan Perdesaan dan Penkotaan atas Rurnah

Sakit Swasta dikenakan sebesar 50% dari PtsB-Pz yarxg seharusnya
dikenakan apabila :

a. mempakan Rumair Sakit Swasta industri Peiayanan Sosial Masyarakat
(IPSM) yang 25ak dari jumlah tem.pat tidur dignanakan untr..lk pasien yang
tidak marnplr;

b" sisa hasil r.lsaha (SHU) digunakan llntuk reirrvestasi Rumah Sakit dan
tidak digunakan untuk investasi. dih.lar rurnah sakit.'

Rumah. Sakit Swasta Pemodal yang bukan rnerupakan Rurnah Sakit
Swasta IPSM yarxg dirnaksud dalam ayat (2) dan didirikan oleh suatr.l

Badan yang berbentuk Perseroan Terbatas, dikenakan PBB-P2 sepemuhnya

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Atas Bumi dan /atau bangunan yang dikuasai/dimiliki/Cirnanfaatkara oleh

Rumah sakit Swasta tetapi secara nyata tiCak diinanfaatkata untuk
Felayanan Kesehatan secara langsu.ng yarxg terl"etak diiuar lingkulngam

Rumah Sakit, tetap dikenakan PBB-P2 sepenuhnya sesuai dengan
ketentuan yanxg berlaku.

Pasal I"4

(1) Besarnya NJOPTK ditetapkan sebesar Rp.10.000'000,- (sepr.rh'ah jurta

rupiah) untuk setiap Wajib Fajak.

tZ) Apabila NJOP dibawah Nilai NJOPX'KP naaka akan dikenakan Pajak
Minimum.

(3) Apabila Wajib Pajak rnempunyai beberapa Obje}< Pajak yang diberikarr
NJOPTKP hanya salah satu Objek Fajak yarig nilai"nya terbesar sed,arlgkarl

OLrjek Pqjak lainnya tetap dikenakan secara penuh tanpa dikurangi
NJOPTKP.

Pasal 15

Subjek PBB-P2 adai.ah Orang Pribadi atau Badan yaixg secara nyata rmeitrpunya.i

suatu hak atas Bumi dan/atau mernperoleh rnanfaat atas Burni dalr/atau
memiliki, menguasai dan/atau memperoleh naanfaat atas Bangunatl.

Fasatr 3.6

Wajib PBB-P2 adatrah subjek Pa.jak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan Orang Fribadi atau Badan yang secara nyata ffiIempunyai suatr..l hak
atas Bumi dan/atau fiteffiperoleh rnarafaat atas Burni dan/atau rnennperoleh

manfaat atau Banguan;



BAB V
KETENTUAI{ PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini dimulai berlaku sejak tanggan dir"lndangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan Ferattrra-n
Bupati ini dengan penempatannya dalarn Lembaran Daerah Kabupaten tsarito
Timur.

Ditetapkan di Tarniang Layang
Pada Tanggal Zt O"*--t*c 20 L9

BUPATI BARITO TII}frUR

Diundangkan di Tarniang Layang
PadaTanggatr ?r l)eeu"'V.-.. 201,9

SEKRTTARIS DAER.A}I
KABUPATEIT BARITO TIIIIUR,
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